
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. BUKU  

Abidin, A.Z.,2003,  Kapita Selekta Hukum Pidana, , Bandung, Citra Aditya Bakti.  

Admi Chazawi dan Ardi Ferdian, 2016, Tindak pidana pemalsuan, , Jakarta, PT.Raja Grafindo 

Persada. 

Alam Setia Zain, 2003, Kamus Kehutanan, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

Aloysius Wisnubroto,1999, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan 

Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya , Yogyakarta, 

Andi Hamzah, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta. 

_________________2001, Bunga Rmpai Hukum Pidana dan Acara Pidana, Jakarta, Ghalia 

Indonesia,  

Agus Raharjo, 2002, Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan 

Berteknologi, Bandung: Citra Aditya Bakti.  

Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 

Barda Nawawi Arief, 2002, Bunga Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya.  

________________, 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 

Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group, Jakarta. 

________________, 2008, Bunga Rampai Kebijkan Hukum Pidana, Kencana Prenada Medi 

Group, Jakarta. 

_________________2014, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam 

penanggulangan kejahatan, Kencana. 

Bagir Manan, 2009, Menegakkan Hukum Suatu Pencarian, AAI, Jakarta. 

Chairul Huda,2006,  Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada 

Pertanggungjawban Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan 1, Prenada Media, 

Jakarta, 2006. 

Darsono, 2014,  Kebijakan Hukum dan Penegakan Hukum Lingkungan, Semarang: LPPH. 



 

Gustav Radbruch, 1983, Ilmu Hukum, diterjemahkan oleh Djokosutono, Jakarta: Bina Aksara. 

Hartiwiningsih (2007), Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Masalah 

 Tindak Pidana Lingkungan Hidup diIndonesia, Ringkasan desertasi, UNDIP, 

Semarang. 

Herman Haeruman, Masalah Sosial dalam Pembangunan Khutanan. Makalah pada Seminar 

Pascasarjana UI,4-5 November 1992, Jakarta 

IGM Nurdjana, dkk,, 2008, Korupsi dan Illegal Logging Dalam Sistem Desentralisasi, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta. 

Imam Syaukani dan A.Ashin Thoari, 2010, Dasar-Dasar Politik Hukum, Jakarta, PT.Raja 

Grafindo Persada.  

Koeswadji,1993,  Hukum Pidana Lingkungan Hidup, Citra Aditya, Bandung. 

M. Ali Zaidan, 2006, Kebijakan Kriminal, Jakarta, Sinar Grafika. 

Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta. 

Marjono, Reksodiputro,1997, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Pusat  

Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, Jakarta. 

Marpaung Leden,1997, Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Sinar Grafica, Jakarta 

Marwan Effendy,”Prospek Penegakan Hukum Lingkungan,” Makalah disampaikan pada 

Rakornas penegakan hukum lingkungan, Kementrian Lingkungan Hidup, The 

acacia Hotel, Jakarta, Hlm.1. 

Moelyatno,1993, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. 

Mochtar Kusumaatmadja, 2002, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Nasional dalam Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Alumni Bandung. 

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. 

 __________1995, Kebijakan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana, Bandung: 

Alumni. 

_________ dan Syaiful Bakhri, 2009, Pidana Denda dan Korupsi, Yogyakarta, Media Total. 

P. A. F. Lamintang,1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoensia, CIntra Aditya Bakti, 

Bandung. 



 

Peter Mahmud Marzuki, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media  

Group, Jakarta. 

______________________2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 

Pope, 2004, Strategi Memberantas Korupsi, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia. 

Rahardjo,Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar,  

 Bandung. 

Rangkuti, 2000, Hak Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga  

 Universcity, Surabaya. 

     Riza Suarga, 2005, Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme Di Tengah Praktek Premanisme 

Global,  

                                  Wana Aksara, Tangerang. 

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia Indonesia, 1988 

Salat, Muzakir,2012,“Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau 

Dari Perspektif Pluralisme Hukum.” Masalah-Masalah Hukum 41, No. 1, 

hlm.110. 

Salim, H.S 2004,  Dasar-dasar Hukum Kehutanan, Sinar Grafika, Yakarta. 

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 

Disertasi, Rajawali Press, Jakarta. 

Sarong, Idris H.,1993, Hutan dan Aspek-aspek hutan, Departemen Kehutanan, 

Jakarta. 

     Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2005, Kapita Selekta Hukum Pidana, Badan Penerbit Undip, 

Semarang. 

Siswanto Sunarso, Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa, 

Reneka Cipta, Jakarta. 

Sodik, A. (2015). Peran polri dalam pemberantasan perusakan hutan. Jurnal Pembaharuan 

Hukum,  hlm. 419-426. 



 

Soejono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja 

Grafindo, Jakarta. 

S.R. Sianturi, 1989, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni 

Ahaem-Petehaem 

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung, Alumni. 

__________1983, Hukum Pidana dan Perkeb=mbangan Masyarakat, Bandung, Sinar Baru. 

__________ 2012, Hukum dan Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta.  

Sofyan Sastrawidjaja, 1992, Hukum Pidana, Armico, Bandung..  

Syaiful Bakhri, 2009, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Yogyakarta, Total Media. 

Takdir Rahmadani, 2011, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Jakrta, Raja Grafindo Persada. 

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta. 

Tongat, 2003,  Hukum Pidana Materil, Djambatan, Jakarta. 

Yesmil Anwar dan Adang, 2008, Pembaharuan Hukum Pidana,Reformasi Hukum, Jakarta, PT. 

Gramedia Widiasaran Indonesia.  

Zarof Ricar, 2012, Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar Dan Pengaruhnya Terhadap 

Pengekan Hukum Di Indonesia, PT.Alumni, Bandung. 

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang 

Kehutanan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Perusakan Hutan 

Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang no.32 Tahun 2024 tentang 

Konservasi Sumber Daya Alam dan ekosistemnya.  



 

Unddang-Undnag No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup.  

Inpres No. 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu illegal. 

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan 

C. JURNAL 

Bawono, Bambang Tri, and Anis Mashdurohatun. "Penegakan Hukum Pidana Di Bidang 

Illegal Logging Bagi Kelestarian Lingkungan Hidup Dan Upaya Penanggulangannya." 

Jurnal Hukum 26, no. 2 (2021): 590-611. 

Eleanora, Fransiska Novita. "Tindak Pidana Illegal Logging Menurut Undang-

UndangNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup." ADIL: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2012): 217. 

Hari Novianto. (2011). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegallogging Di 

Kalimantan Barat Oleh Ppns Kehutanan Sporc (Menurut Uu No. 41 Tahun 1999 

Dan Uu No. 18 Tahun 2013). Jurnal Nestor Magister Hukum. 

Haryadi Kartodiharjo, Modus Operandi, scientific Evidence dan Legal Evidence dalam 

kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan 

Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan 

Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003 

Hernandi, “Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di 

Indonesia,” Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 7 No. 1 (2020), hlm. 58. 

Riki Eka Putra, “Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Kejahatan Pembalakan Liar,” 

Jurnal Hukum & Pidana, Vol. 8 No. 2 (2021), hlm. 45. 

Salat, Muzakir. "Upaya Penanggulangan Illegal Logging Melalui Hukum Adat Ditinjau 

Dari Perspektif Pluralisme Hukum." Masalah-Masalah Hukum 41, no. 1 (2012): 

110-117. 



 

Sholihin Hasan,2009,Menakar Illegal Logging,Fiqih Lingkungan Hidup, Hukum Islam, 

Kopertais Wilayah IV Surabaya, Vol.01, N0.01, hlm.60. 

Soeikromo, Deasy. "Ketentuan Hukum Pidana Terhadap Praktik Illegal Logging dan 

Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia." Jurnal Hukum Unsrat 21, no. 

5 (2016). 

Syerra Felia, Fani Budi Kartika (2019). “Tindak Pidana Illegal Logging Ditinjau Dari 

Perspektif Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup”. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 No. 2. 

Winarno Budyatmoj,2013,Penegakkan Hukum Tindak Pidana Illegal,  Vol.2 No.2. 

Wirasaputri, N. M. (2019), “Tindak Pidana Illegal Logging Keterkaitan Aparat Dalam 

Penegakan Kebijakan Hukum Pidana. Progresif: Jurnal Hukum”, 13(1), 1-22 

D. WEBSITE 

Damang, Efektivitas Hukum,http://www.negarahukum.com.hukum/efektivitas-hukum-2, 

diakses pada 1 Januari 2023, pukul 19.00 WIB. 

Fathur Rahman, “Perinhut Makalah Dampak Illegal Logging Terhadap Masyrakat 

SekitarHutan, diakses dari 

 http://fathur30rahman.blogspot.com/2017/04/perlinhutmakalah-dampak-

illegal-logging.htm 

 

Mukti Adji, 2007, Tinjauan Hukum Illegal Logging. Diakses dari 

http;//muktiaji.blogspot.com/2008/05/tinjaun-hukum-illegal-logging.html, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar Diakses Pada Tanggal 8 Agustus 2024 

Pukul 20.30 Wib 

https://www.kompasiana.com/ayurmdni/63568510c1af9a481c17f9e3/tindak-pidana-

illegal-logging 

 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Penebangan_liar

